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TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMURNOMOR
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INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK DAERAHDANRETRIBUSI DAERAH
KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

Menirnbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian keIjasama
antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dengan pihak PT.PLN (persero) wilayah S2JB area Jambi
tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan,
Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, peran aktif dalam penagihan
rekening listrik dan penertiban pemakaian tenaga listrik
di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Tirnur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2012 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39
Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 39);



20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2016 Nomor 28);

Memperhatikan Perjanjian Kerjasama an tara Pemerintah kabupaten Tanjung
Jabung Timur dengan PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB Area
Jambi Nomor : 034/347/DPKAD/2017 dan Nomor :
007/ Aga.01.01/JMB/2017 tanggal 13 januari 2017 tentang
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pembayaran Rekening
Listrik pemerintah Kabupaten, peran serta dalam penagihan
rekening listrik dan penertiban pemakaian tenaga listrik di
wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR
28 TAHUN2016 TENTANGTATACARAPEMBERIANDAN
PEMANFAATANINSENTIF PEMUNGUTANPAJAKDAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNGTIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai
berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni (la)
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan
pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan
untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

(la) Dikecualikan untuk besaran insentif pajak penerangan jalan
Perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari
rencana penerimaan pajak daerah tahun berkenaan.

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat diatas ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berkenaan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal ~JLtrti2018

C-.....•.....SVPAT1 TAN UN JABUNG TIMUR,
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Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~ .;JUt-{, 2018

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR ..20..
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HAH OITELlTI KEBENARANNYA
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